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putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 0247/Pdt.P/2016/PA.Rh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

Barat, sebagai

Telah memeriksa alat-alat bukti para’Pemohon.
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha
pada tanggal 11 Oktober 2016 dengan register perkara Nomor
0247/Pdt.P/2016/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut agama
Islam pada tanggal 18 Juni 2002 di Desa Latawe, Kecamatan Napano
Kusambi, Kabupaten Muna Barat dengan wali nikah adalah ayah
kandung Pemohon Il bernama Baco, yang dinikahkan oleh Imam
Masjid, bernama Baco, dengan maskawin berupa 88 real dibayar
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tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama
Hartoyo dan Hutba;

2. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara’ maupun halangan
undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus bujang dan Pemohon I
berstatus gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersgbfiaFemeis

5. Bahwa Pemohg { g3h pernikahannya
kepada pak i : rusan Agama,
namun pak e méla Sfl@laftarannya ke

Pembantu Pedaiwa j ante hAgdiha:

mengurus akta S Bperluan lainnya;
Bahwa berdasarka it d s’ Pemohon mohon

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon |, Pemohon | dengan
Pemohon Il, Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni
2002 di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna
Barat;

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat
lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan lItsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada
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papan pengumuman Pengadilan Agama Raha untuk masa pengumuman
selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara
ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke
Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah
tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacaka at_permohonan para Pemohon

1. Hutba bin Sang 15181 ‘ 2 pendidikan SLTP,

Napano Kusgi - : ( awah sumpah
memberikan Ke
- Bahwa saks J jemeétahui pernikahan
para Pemoh 8 %\
- Bahwa Pem dengan,Pemob 0F ‘ di Desa Latawe,
Qé\w una Barat, pada

kandung Pemohon Il bernama Baco;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah
Imam Masjid, bernama Baco;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab
kabul adalah Hartoyo dan Hutba;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon I
berupa 88 real dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus bujang dan

Pemohon Il berstatus gadis;
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- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan
darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il juga tidak mempunyai
hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang
keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon I

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus

akta kelahiran anak Para Pe erta keperluan lainnya;

2. Hartoyo bin La Wan &lslam, pendidikan SLTA
pekerjaan nelayan empa W De atawe Kecamatan
Napano Kusam 5 (3] bawah sumpah

Desa Latawe,

Barat, pada

itu adalah ayah

Imam Masjid, bernama Baee

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab
kabul adalah Hartoyo dan Hutba;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon I
berupa 88 real dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus bujang dan
Pemohon Il berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan
darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il juga tidak mempunyai

hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
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- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang
keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon I
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus
akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi
dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala

Menimbang, [ an para Pemohon
adalah sebagaimang

Menimbang, hoRen-Htsbat Wika ¢ Pemohon telah
diumumkan sela el > dngkan, namun
ternyata tidak adq
Itsbat Nikah ters€B yi€rkara ini dapat

Menimbang, B¢ Wil / para Pemohon
didasarkan atas dalil-0¢ foRe & Pemohon | dengan

Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernama Baco,
dengan maskawin berupa 88 real dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi
bernam Hartoyo dan Hutba, saat menikah Pemohon | berstatus bujang
dan Pemohon Il berstatus gadis, antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak
ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon | dan Pemohon II
tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon | dan Pemohon
Il membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran
anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam

perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon
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tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan
antara Pemohon | dan Pemohon Il berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat
dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon
telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hutba bin Samandi dan Hartoyo bin La
Wani, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan
keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara

berpisah di bawah sumpah di idang, isi keterangan para saksi

diterimanya kesak aksi te vl Hakim menilai
kesaksian tersebufME ipdsvars ‘ " ateril, sehingga
memiliki kekuatan

Menimbang, jBamiié Sl [dinilai memiliki
kekuatan pembu gdlik8idlii permohonan

\ o=

Menimbang, bahwagl an- ke yoh para Pemohon yang

e

ktian sebagaimana telah

para Pemohon, kht
dengan isi keteran§
dinyatakan terbukti;

NI Gs e 7~ 0

N

dihubungkan dengan hasil

dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il pada
tanggal 18 Juni 2002 di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi,
Kabupaten Muna Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il
bernama Baco yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada

Imam Masjid bernama Baco, dengan maskawin berupa 88 real dibayar
tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama

Hartoyo dan Hutba;
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- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus bujang dan Pemohon I
berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada larangan menikah
secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon lI;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka

pernikahan antara Pemohon | dan.Remohon Il yang terjadi pada tanggal

18 Juni 2002 di Desa Latawe 0 Kusambi, Kabupaten
Muna Barat, Islam, maka
pernikahan tersebut tuan Pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang t (2) Peraturan
Pemerintah Nomao 28, 30, dan 39

mempunyai hala omor 1 tahun

1974, ini juga telah

memenuhi ketentué sal 7 aya ukum Islam;
Menimbang, b an keperdataan

yang mempunyai konsel
status diri, hak-hak sua Ghelw Kdwinan, harta bersama,
kewarisan dan lain-lain; seneniEicEpe! an Pemohon | dengan
Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak
dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah,
maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan
Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik
pernikahan sabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan ltsbat Nikah para
Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara

Pemohon | dan Pemohon Il tersebut;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para
Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum syara’ yangghetkenaan dengan perkara ini.

Barat;
3. Membebanka
266.000,- (dua

z
=2

v

Demikian dité

\ akim Pengadilan
Agama Raha pada \ AMiSy-targe 2 i@ber 2016 Masehi
bertepatan dengan tang§g Auharram.= fiah oleh Sitti Rusiah,

S.Ag., M.H sebagai Ketua S,HI dan H. Anwar, Lc
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd. ttd.
Muhammad Arif, S,HI Sitti Rusiah, S.Ag., M.H
ttd.
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H. Anhwar, Lc
Panitera Pengganti,

ttd.
La Sahari, SH

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara
- Panggilan

- Redaksi

- Meterai
Jumlah

(dua ratus enam
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